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TENTANG

PENGUKURAN DAN/ATAU PENGUJIAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta  Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan, semua hasil hutan yang berasal dari
hutan negara dilakukan penetapan jenis, pengukuran
volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah dan dapat
dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
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Mengingat

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, semua
hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan
penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan
penghitungan jumlah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.45/MENHUT-II/2011 tentang  Pengukuran dan
Pengujian Hasil Hutan;

bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.45/MENHUT-II/2011 tentang  Pengukuran  dan
Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat
ini sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pengukuran dan/atau Pengujian

Hasil Hutan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/ MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang
Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu,
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan
Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil
Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1342);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
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Menetapkan

Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1488);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGUKURAN DAN/ATAU
PENGUJIAN HASIL HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan
turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah.

3. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

4. Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlah dan
volume /berat dari hasil hutan.

5. Pengujian adalah kegiatan menetapkan jenis, dan mutu
(kualitas) Hasil Hutan.

6. Petugas yang Berwenang adalah petugas yang
ditetapkan/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

7. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang
yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah tenaga
teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
hutan produksi lestari.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.
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